
 
 
 
 
 
 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR      5      TAHUN 2011 

TENTANG 

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PONOROGO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat 
Kabupaten Ponorogo yang sejahtera, berwawasan lingkungan serta 
tetap melestarikan budaya lokal  guna mendukung sektor pariwisata, 
pendidikan dan perdagangan, diperlukan adanya pengaturan ketertiban 
umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga 
masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya; 

  b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo yang dalam pelaksanaannya 
harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat 
Kabupaten Ponorogo;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban 
Umum dan Ketenteraman Masyarakat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12  tahun  1950  tentang  Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan 
Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3209); 

  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3209); 

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); 

  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

  6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4401); 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

  8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 50, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); 

  9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4844); 

  10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);  

  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights 
(Kovenan Internasional tentang  Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 118, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);  

  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan  
International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan 
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 119, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 

  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 
4674); 

  14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4851); 

  16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4928); 

  17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

  18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

  19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

  20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
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  21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  
Tahun  2011 Nomor  7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5188); 

  22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan 
Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3175); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5245); 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

  27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan 
Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4276); 

  28. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258); 

  29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

  31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  32. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

  33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833); 

  34. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4858); 
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  35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5094); 

  36. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  26 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 

  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  54 Tahun 2009 tentang Tata 
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

  39. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 6); 

  40. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 7); 

  41. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor  9 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 
Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 
2008 Nomor 9); 

  42. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor  10 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10); 

  43. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor  11 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 
11); 

  44. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten 
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 
12); 

  45. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 
6); 

  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO 

dan 

BUPATI PONOROGO 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. 

  
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

  Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:  

  1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo. 
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  2. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

  3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

  4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

  6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP 
adalah satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Ponorogo yang 
tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat. 

  7. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Ponorogo. 

  8. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten 
dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.  

  9. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah 
dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.  

  10. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan 
dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan 
Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, 
tertib dan teratur. 

  11. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan 
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya.  

  12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di 
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di 
atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 

  13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan 
untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.  

  14. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan 
rencana Kabupaten yang peruntukkan penataan dan pengawasannya 
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten.  

  15. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang 
terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata 
dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material 
buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan 
air.  

  16. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha 
milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, 
persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau 
lembaga dan bentuk usaha tetap.  

  17. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha 
perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana 
Kabupaten dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah 
Kabupaten maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Kabupaten 
antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman atau 
tempat umum lainnya.  

  18. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan 
meminta-minta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan 
alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta 
mengganggu ketertiban umum. 


